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BAB |
PENDAHULUAN

Dalam rangka reformasi pemerintahan daerah, Pemerintah telah
mengundangkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai
pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Walaupun kedua undang-undang tersebut sama berlandaskan pasal 18 UUD 1945,
namun bexbeda landasan TAP MPR-nya. UU No. 5 Tahun 1974 berlandaskan
TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang Gans-gans Besar Haluan Negara,
sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 berlandaskan TAP MPR No XVMRJI%S
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan
Pemanfaatan Sumberdaya Nasional serta Penmbangan Keuangan Pusat Daerah
dalam Kemngka Negam Kesatuan' 'R'epubhk Indonesxa Kedua TAP MPR tersebut
masmg—masmg mengaktuahsas&an pasal 18 UUD 1945 Dalam TAP ‘MPR No.
IV/MPR/1973 telah dlganska:n pnnmp-pmmp pokok tentang pelaksanaan
Otonomz Daerah sebagal benkut "Dalam rangka melancarkan peiaksanaan
pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara, dan dalam membma
kestabilan bolink serta kesatuan bangsa maka huhlmgan yang serasi anta:a
Pemeérintah Pusat dan Da_erah_ atas dasar keutuhan N__egara Kesatuan, diarahkan
pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan -bm*tan'ggmig‘ jawiib -'yang dapat
menjamin perkembangan ‘dan pembamgtman daerah dan dﬂaksanakan bersama—
sama dengan dekonsent:am ]

Oleh UU No 5 Tahun 1974 pnnsxp-pnnmp pakok temebm d:;abarkan ke dalam
~ lima prms;p yaitu ;. : - : = S

1. Pelaksanaan pembenan otonomi kepada Daerah harus memm_]ang asplraSI
perjuangan rakyat yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan
mempertinggi tmgkat kesejahteraan Rakyat Indonesm selumhnya
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- 2. Pemberian otonomi kcpada Daemh harus me:upakau otonomi yang nyata

= danbertanggung _]awab

3. Asas desentralisasi miaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi
dengan memberikan kcmungkman pula bagi pelaksanaan asas tugas
-pembantuan;

4. Pemberian otonomi kepada Dacrah "niéhgutamakan“aspek keserasian

- dengan’ tu_]uan dl sampmg aspek pendemokras:an

5. _...Tu_luan pembenan otonoml kepada Daerah adalah untuk mcnmgkatkan
_ : = ch daerah,
temtama dalam pelaksanaan pembangunan “dan pelayanan terhadap

arakat serta untuk menmgkatkan pembmaan kcstabilan dan kesatuan

penyelenggaraan pemenntahan Dacrah Otonom dan pkok-pokok pcnyclen ggaraan
pemmntahan yang mcn_;adl tugas pcmenntah pusat dl dac_
prinsip ketlga Dengan perkataan lain UU No: 5 Talwn 19’?4 engatur Iocal seij

govemmem dan local state gavemment -

Dlsampmg 1tu, pnnsnp ke!nna secara teantik mmg:syaratkau dlanutnya
model stmktuml efisiensi dalam pcnyelenggaman pemenntahan daerah. Model i mz
amakan faripadanilai-nilai
demokms: dan lokahtas Untuk tcrcapamya eﬁsxensu 1ayanan dlperlukan kontrol

ﬁswnm dalam pemberian layanan da

otonorm.- =
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TAP MPR No.
XV/MPR/1998 digariskan penyelenggaraan otonomi daerah ¢ engan ‘pemberian
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepadé daerah secara
proporsional yang dtwujudkan dengan pengaturan, pembaglan dan penwnfaatan
sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan kemmgan Pusat dan
Dae;ah Dlsampmg 1tu, peuyelenggaman otonnmx daemh' ga di

Berbeda dengan prinsip-prinsip “tersebut. dalam

=5 Pelaksauaan otanonu daerah harus lebih mmmgkatkan kemandman

daerah otonom dan karenanya dalam daerah _ __tipaten dan daera.h Kota
- _ndak ada lag1 wﬂayah admmxsm Demﬂmn pula d1 kawasan—kawasan
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khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita,

kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan
perkebunan, kawasan peﬂambangan, kawasan kehutanan, kawasan
perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan
peraturan daerah otonom;

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi
badan legislatif daerah, baik sebagm fungsi- legislasi, fungs: Ppengawas
'-_-mau;mn ﬁmgm anggar’an atas penyelengaarann Pemermtah Dﬂﬂﬁ!h.
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menganut dua susunan daerah otonom yaitu Propmsl dengan Kabupaten/Kota. -

Secara unphsrt daiam rangka dekonsentrasi dikenal pembedaan antara
Wilayah Administrasi -_yang-:.heroomk perdesaan dan Wilayah Administrasi yang
bércorak perkﬁfaani- Pmpmst dan Kabupaten secara yuridis merupakan wilayah
Administrasi yang bercorak perdesaan, sedangkan Tbukota Negara, Kotamadya,
Kota Administratif dan Kelurahan merupakan Wilayah Administratif bercorak
perkotaan Kecamatan i apat drpakm untuk mcnunjuk Wlayah Admjmstmuf yang

lnraﬂcls Oleh karena itu Perda n tidak m r _' =
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I, karena Perda I lebih tmggl kedudukmmya dzmpada Perda I Secara teoritik

dengan titik taut tersebut szstem pemenntah daerah menu:ut UU No. 5 Tahun
1974 tergolong menganut "Fused Hrerarchy Madel" dan masuk rumpun
Integrated Prefectoral - System. Hublmgan antma Pusat, Dati I dan Dati 11
menganut the Inclusive Au:hon{y Model. Berbeda dengan rumusan desentralisasi
menurut pasal 1b UU No. 5 Tahun 1974, dcsentrahsam menurut pasal 1¢ UU No

masyarakat setempat menumt pmkarsa sendm berdasarkau asplrasn mnsyarakat
dalam Ikatan Negara Kesatuau Repubhk Indonesm. Peugeman dau kedua konSep
tersebut secara el-:spllslt terkmt dengan knnsap partrcrpatmy democrmy

sedangk&n PropmSI bcrstatus ganda. D:sampmg sehagal daerah otonom, Pmpms:
juga berstatus daerah (wrlayah) Admxms!ram dalam rangka dekonsentrasn_, ymtu
wilayah kerja gubernur selaku Wakil ‘pemerintah. Kpnsekuensﬁaya,-ﬂ-._mpaﬁ'- d:
Walikota hanya mcmpakan Pemenntah daerah (otonom) sedangkan Gubemur
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mengemban peran ganda : sebagai Pemerintah dacrah-dan Wakil Pemerintah
Pusat. ; ;

Dengan adanya status ganda dari Propinsi dan peran ganda Gubernur,

maka secara khusus pemerintah daerah propinsi masih tergolong Integrated
Perfectoral System. Dalam penjelasan umum butir g dikemukakan tiga

pertimbangan dianutnya sistem tersebut. Pen'anm, untuk memelihara hubungan
yang sera51 antara Pusat dan Daer&h dalam kcmugka Ncgara Kesatuan chubllk
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Kedudukan Pmpms:, Kabupaten dan Kofa -adalah sederajat. Propinsi tidak

membawahs Kabupatcnf[{ota Walaupun " demikian  dalam praktek
pgpyc_lcnggaraan puner_lmahan_ terdapat hubungan yang terjalin diantara ketiga
pola dacrah otonom dalam rangka koordinasi, kerjasama dan kemitraan.
Sementara itu dalam kedudukan scbagai wilayah administrasi, Gubernur selaku
Wa]ul pmncnntah me]akukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupatcn
sl -
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Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendini.-

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu
sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan, yang menc'aktip’
pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar
daerah secara pmpormona} demakratis, adil dan transparan de.ngan memperhatikan
potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, seja]an dengan kewajlban dan pembagian
kewenangan serta tatacara pe:nyelenggaraan kewenangan tersebut, tcnnasuk
pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dalam pelaksanaannya, penmbangan
keuangml antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut dxsampmg mengatur sumber—
sumber pembiayaan daerah juga memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi
pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, antara lain
pemblayaan bagl polmk luar neger, pertahanan keamanan, peradllan, pengelolaan

moneter dan ﬁskzﬂ agama kewajiban.pengembahan pmjaman I’mnmntah Pusat serta
pemblayaan Subsmh Lehutuhan masyamkat e :

~ Dalam UU No 25 Tahun ]999 terdapai permsahan yang tegas antara
pembiayaan pelaksanaan desenﬁ*ahsam dekonsentram dan tugas pembantuan
Pelaksanaan Jtugas desemrahsam d1biaya1 dan APBD pelaksanaan tugas dekonsem:mm
dfbwyax dari anggamn dekonmﬂ'asx dan ’mgas pembanmau dfbxayal dari anggaran
tugas pembantuan Apabﬂa suatu daerah melakukan tugas deselm\ahsasr dan
dekonsentms:/mgas pembantuan maka pengelolaan / adrmmstmsx kcdua anggaran
tersebut harus dilakukan secara tetplsah karena nggamn dekonsentrasx/mgas
pembantuan tidak dﬂ)enarkan memblaya: pclaksanaan desentralisasi; begitu
sebahknya, dana APBD udak dtbenarkm untuk membiayai ’rugas dekonsentrasﬂtngas
pembantuan UU No. 25 Tahun 1999 }u;,a mmdukung ckmstenm Peudapatan Asli
Daerah (PAD) sebagal sumber pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah
daerah sendiri dan dipungut oleh daerah sendiri. PAD ini merupakan wujud dari
descntrahsasn di bidang fiskal.
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~Selama ini salah satu kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan-di

dacrah adalah lemahnya partisipasi masyarakat daerah melalui DPRD sebagai
parlemen lokal. Cita-cita founding fathers sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945
pasal 18 tidak dapat direalisasikan, karena adanya pembatasan yang dilakukan
terhadap DPRD sehingga tidak mampu berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan
partisipasi politik rakyat di daerah. Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya dan
Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan intervensi langsung Menteri
Dalam Negen sehaga: -otoritas pusat yang mewakili Presiden: sepem dalam- permlihax'
Gubemur atau Bupatl/Wahkota menyebabkaﬂ eksmenm DPRD sama sekali ttdak

gm pohnlmya sebagal lcmbaga ieg:slanf semmgguhnya

Dalam Undang-tmdang No 5f1974 dmyatakan bahwa ‘Pemennzah Daerah adalah
I(epa]a Daerah dan Dewau Perwakilan Rﬂkyat Daefah (Pasal 13 ayat 1) Melaim
Undangundang i

bentuk hak dan Wewémg yang luas dan uat ---sebagalmana" 'd;sebuﬂ(an"daiam

Undang—undang No 22!1999 padapasal 18 19, dan20 Pasal 18 udang—undang ' 0.
22/1999 menyatakan menganal tugas dan wewenang DPRD sebagal berikut:
1. Memilih Gubemur / Wakﬂ Gubemur Bupatl i Waiul Bupatx dan Walﬂcota fWalal
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Walikota. -~ =7 : st : ;

2. Memilih -~ anggota MPR utusan daerah.
3 Mengusullcan pmgangkman dan - pemberhenuan Gubemnur / Wakil Gubemnur,
Bupati ! Wakil ~ Bupati, Walikota /  Wakil Walikota

4. Bersama - Gubernur,. . Bupati, Walikota - menetapkan  Peraturan. Daerah.
5.Bersama Gubémur- ~ Bupati,  Walikota  menetapkan  APBD.
6. Mclaksanakan ~_ pengawasan. tm‘hadap hal-hal sebagai berikut:

(1) pel_:' anaanpemturan daerah dan pemmran—perauu'an pemndang— undangan

(2) pelaksanaan;l__;ff_ﬁ; putusan
(4): kebl_;akan =

 dan ..Wa]'iko_t_a;
~ Daerah;

menyebutkan sejumla]l

1 Mcm_mta_ pertanggung]awaban =

el
-- _w:iiikam
2. Memimnta kctcrangan "Daéi‘:ili
3. Mengadakan _ = penychdikan
4 Mengadakan - atas Raucangan Pembahan  Daerah
SMenga_]ukan Smtee s o = _ =
6..Mengajukan
7 Menentukan _
8 Menetapkan Peraturan Tata tertib DPRD
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Selanjutnya-- pasal 20 Undang-undang ""N'o‘" "22!‘1999 "mmycbilﬂ{an :iahwa
pemerintah atau warga masyarakat mmnbm"kan keterangan Bx!a mereka ‘yang
dipanggil menolak panggilan tersebut djancam dengan pidana kunmgan paling lama
satu tahun karena dlanggap merendahkan martabat dan kehormatan DPRD’.

Dengan mencermati hak dan kewenangan yang aﬁmt kuat dan luas dari
DPRD sebagaimana - disebutkan d1 atas dapat dlbayargkan bagaimana pmktek
penyelenggaman pemenntahan d1 tmgkat fokal akan menjads -dinamis. Berbeda
dengan Undang‘undan z No. 5/1 974 yang mcletakkan hubungan DPRD dengan Bupati
sebagal mma ~dimana [ PRD" udak 'dapat menjamhkan Bupat: -demikian pula
seballknya. Bupan hanya berhak dlangkat dan diberhentikan secara sah hanya oleh
pemmntah pusat Selain 1tu, bahwa DPRD hanya berﬁmgm sebntas memxhh calon

Da]am No 22 Tahun 1999 sangaz Jelas tergambarkan. kcwenangan
DPRD yang otonom dalam pengangkatan dan pemberhenuan Gubemur Bupan dan
Wahkota yaug dalam pasal 49 dlpem:gas mengenai pembeﬂzenl‘lan Kepala Daerah
oleh DPRD. Adanya kewenangan DPRD dalam pemberhenuan Kepala Daemh
tersebut menun;ukkan kuatnya posisi DPRD sebagm hadan leg:slatwe di daerah
heﬂladapan dengan Kepala Dacrah sebagai eksekumf Apabﬂa mekamsme poltt:k
demikian benar-benar begalan efektlf dcngan memperhatjkan prasyarat lmahtahf
anggota DPRD, aka akan tercipta aklmtablhtas poiltlk (po!mca! accoumabdrt;.-)
yang dlbutuhkan dan dltlmtut bagi Kepala Dactab di hadapan pubhk

Berperannya kontrol pubhk atau parus:pasx masyarakat lokal melalm DPRD
tersebut memang mendapatkan peluang jika dilihat dari semangat yang terkandung
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dalam UU No. 22 Tahun 1999. Hal ini tampak-melalui perubahan istilah ‘rumah

tangga’ yang sebelumnya terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1974 sebelumnya menjadi
‘kepentingan masyarakat’. Disamping kata aspirasi masyarakat yang .mewamai
keseluruhan pasal dalam perundang-undangan baru tersebut, yang merupakan tuntutan
bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prakarsa
sendir. Kenyataan tersebut bermakna bahwa dengan melalui lembaga perwalﬁlan
politik daerah, dzharapkan kontrol publik, termasuk elemen-elemen civil society,
mampu mengambll peran yang krms tcrhadap pelaksanaan otonomi daerah Adanya
peran partisipasi masyarakat daerah melalui parlemen lokal yang dinamis merupakan
kontrol yang efekuf terhadap penyelenggnraan pemcrmtahzm di daerah, temtama
dﬂlarapkan pemermtah ‘daeraht dapat menjaiankan prakarsa dalam mengatur dan
menglmls kepennngan masyarakatnya,

P'ehmpahan wewenang dan tanggung 3awab kepada daerah tmtuk
mewu;udkandaerah otonom memerlukan P : ""Seﬂa akl:lf masyamkat setempat dalam
setiap langkah pembangunan Penmgkatan masyarakax dapat dﬁakukan dengan
pendayagunaan mekamsmc perencanaan dan bawah selam rtu keqa sama aparat dan
masyarakat perlu dlpermnbangkan dalam rangk& perluasan jangkauan pembangxman
mulai daﬁ_'desa,_kec_:amatan',_ kabupatenqutg ﬁ_;; '

11151 dan pemenntah pusat melalui
forum musyawarah, koordinasi dan konsultam pﬁda masmg—masmg tingkatan
perencanaan pcmbangunan Keterhbatan masyarakat dalam proses tersebut dilakukan
oleh DPRD / DPR sebagal represemtam masyarakaL Keterhbatan masyanakat dalam

sesuai’ dengan kebutuhan dzm masalah yang dihadapl masyarakat

- Selain keteﬂxbatan dalam mckamsm pefencanaan dan bawah yang t;dak
kalah pentmgnya adalah keterlibatan masyarakat pada proses ‘kontrol terhadap kinerja
pemerintah  dalam  melaksanakan pelayanan pubhk dan penyelenggaraan
peme:rmtahan, Masyamkat dapat me'mbenkan pemlalan sejauh mana program-
program yang dilaksanakan pemenntah udak menylmpang dan aspirasi msysarakat
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seperh termang dalam proses perencananaan Masyarakat Jjuga dapat menilai

dengan has:l_ yang_ dlpemleh, sehingga akan terhindar pemborosan keuangan negara
karena inefisiensi atau kebocoran yang terjadi pada menejemen pemerintah.
Untuk membenkan Jjalan bagi masyarakat terlibat dalam fungsi kontrol

temebut ada alat yang dapat menyajikan tentang program pembangunan serta
las_ _dan sederhana. Alat ini harus dibuat oleh pemcnmah dan

_:'_'.5leglslanve medla ccfékfeie '_"ﬁ'fm;k atau fomm—formn yang

senga;a djrancang-untuk'mempertemukan masyamkai dan pcmenntah secara berkala
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Sewaktu penulis mengadakan penelitian tentang modernisasi perikanan
di Sibolga, ada komentar menarik dari seorang nelayan lokal yang mengatakan
bahwa otonomi daerah akan merugikan nefavan Sibolga. Karena. dengan otonomi

daerah nelavan Sih-:}lg" dak blh( ldi_l menang,kap ikan di daerah lain, aklbat Jaut

emang ammm

pcmerm!ah dacrah m’unpu mencrmn*lhkan sc

!”rssbul

Dalam rang\a fonnuiasl Lebuaﬁ\an op 1 leur'mo omnom: mla\ ai

perairan temchut sebelum men;usni‘rkam baik Wa pem.l\aphnam} i'lut

tersebuit .d;kem_bdnbkau di Indonesia namp k na" pcrlu heid]al da_rl
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17
pengalaman Jepang. Karena, ternvata lepang memiliki sistem kelembapaan yang

sangat mapan dalam mengatur otonomi perairannya. Dan, ofonomi perairan
tersebut merupakan bagian dan otonomi daerah (Guionomous perfectire) vang

saat inl telah sangat Kuat.

Kemapanan Jepang dalam industri perikanan merupakan akumulasi
proses historis sejak masuknya Budha sekitar abad ke-6 M. Dalam ajaran Budha
ada semacam larangan untuk mengkonsumsi daging, dan lem\dtd hal ini juga

d-idﬂkumf--ﬁieh -«ﬁskta-hﬂlma.--jepang--nmkm akan iahfm hijau -u-nmk -petemaiuan “Hal

uu mf:n Lzb-itkan tervantwlgn\ra masy amkat 3e an ada tkan aebd i aumber
uﬂ P g P mﬁ

___terhadap produk pmkanan m“enr 'd}

Emi*th \cms, mendmoug mdusm purkanan bn,r}\embam pcsat \_I(f\d\\«dgubhl et. ai

*._1'-984" Namun demikian ternyata cepatnya perkembaﬁgan*mdusm: perikanan di

desa dziii'ﬁéiéyan memiliki hak mengelola dan menangkap- tkan di wilayahnya,
scmmtara mlaum d'm luar w:lawh tc:scbm txdaL dnJmLan ¥ad: bisa dlkatakan

3a11 ierjach pem_,kaplmgan

an men}nms pada

p?’ﬂﬂc’rh rrufz: terhadap mla) ah pe: mran \m 2 sanf,at beram b'tu neiamn tmtuk
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melakukan. kegiatan penangkapan ikan. karena dengan scws nelayan lokal

terhindar dari ancaman konflik dengan nelayan Juar, dan sekaligus dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun demukian, i tdak semata-mata
menguntungkan nelayan tetapi juga menguntungkan pemerintah. Karena
merupakan skenario penarikan pajak terhadap para nelayvan lokal tersebut. Dan,
yang €ebehaimﬂ berkuasa terhadap “pengkaplingan” laut tersebut bukan nelayan

Iut‘lpl pa;a tuan r'mah vang be:ahhaxl ke pezmr;mahan feodal.

vata Eu..buakdn penankau tﬁl’bﬂblﬁ u'ii{l”:‘u

'—embal} kouoflik-kontlik antar nelayan. Sf-’h' L?:’ﬂ ~para nelayan

dlherlkdll I\L.

haL (:‘emmg cmanﬂunem} ddamng, dan (c) admtmqtmsz k)isal § 'ang menanqam
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tishery: r:ghr_adaiah FCA. Fishery m:bz sendiri berkembang sejalan dengan

pe:l\embanwan perundang—undanﬂ&n Be:dasaskan LU Penkamn yang direvisi
(1984).F :\hen right dapat d;!\are-'omaas menjadt (!g:.‘l tlpe vakni (1) common

fishing right, (2,! .saf‘ner fishing ng!ﬂ dan 3) desmnm{uiﬂva‘amg r:gh.f

 Pertama, Common fishing Right merupakan hak yang diberikan kepada
nelayan melalui koperasi perikanan untuk- melakukan produksi perikanan di

wilayah pesi"sir ="'0mm0__-deman hatas vniavah hm;__g'i .._Lm dati gam panta;

maamg

bermigrasi,

Ham a nf.lm an vang leljddi ansrm)ta kopemm perﬂ\dn

:anﬁ d‘lpat mempei oleh
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fisherv right tersebut. Dan, para nelavan itn piin dikenai * pajak’ atas ‘hak yang

diperolehnya vang dtba) arkan setiap tabun kepada koperasi.

Hak-hak tersebut di atas dikeluarkan oleh pe_.mlcri'}_.naﬁ propinsi kepada
koperas! perikanan yang umumnya dimiliki setiap kota. Dan, koperasi sendiri di
dalamnya terdapat Komisi pengelola hak (ﬁ.ﬁ-h'mg rz’gh: management commitice)
yang mengatur hak-hak tersebut.. Komisi ini selanjutnya akan berlmlmnvdn
mtensif d:.ngan i\omm Koordinasi Penhanau Regional (chmna! Lishery

< omdnwm}i ¢ (m.am:!feew vang terdm dari- 15T -anggota, 9 d;antaranya mewakili

nela\ an, 4 ; mewakzh -orang - }amz mmge{ahm dan bn._-;peng:alaman dalam

!amma Dengan komposisi scpcm 1tu nampak balma posist ne]a\an sanbalhh

kuat - dalam komisi- tersebut. komm i berfunLSI l.l!}ﬂl}s“" mengembdng,kan

nclavan di pera

vurisdiksi - usah

dengan ad: anya hak tei sebu( m aka ndavan dL'm bcnam,"lmg _;awab tt,l hadap masa

depan W liavah amranma kamla 1m mereka ndai«. lu'm .'h:."ﬁlbdlﬂ-l]f_

UNIVERSITAS MEDAN AREA



21
depan kehidupan mereka sendini .

Pertanyaan selanjutnva adaiah apakah kemapanan sistem kelembagaan
vang mendorong kemajunan penkanan Jepang tersebut dapat diadopsi untuk

konteks Indonesia ?

Memang menarik penualaman' Jepang.ittL dan 11ampakm-'a layak untuk

Lamgtan 'S:E’}incl.ltafa
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koperasi penkanan di Indonesia masih belum keluar dan citra rop down, “milik
pengmus m;a mehsnen dau Iam scbagam)a meski mga harus diakui bebemm

koperasi pcrikanan__dl_-!g;do_nema sudah maju walaupun masih berkonsentrast di

produksi dan belum sampai pada pengolahan dan pemasaran.

Ketiga, fishery right di Jepang sudah sangat mengakar karena diangkat dari hak-
hak ulavat vang dulu...peméh berkembang dan kini menjadi hukum formal. Faktor
kultural ini. mcu_;adl hal yang memperkuat unplcmcmam fishery right saat 1I]i D1

lﬁdonema_ bak uiay'it _emacam it sebeuam\aa dapat ditemukan - dfm d*lpat

uicum fommi I\amun mi masfh terbatas ci1 Ma luku

tel sehut 2
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Namun dengan rhterapl\anma f‘ vhen*

right -Térs{;:bﬁt omng akan
bertanyva. bagaimana nasib nelayan Jawa ..-{sepertl“!\S.iBDlga__ Jawa Timur, dan
latnnya) vang selama ini hidup dari wilayah peéisir k:é'ptzlauan luar Jawa 7 Untuk
itulah, penerapan fishery right di Indonesia mesti terkait dengan platform besar
pembangunan perikanan dan kelautan di Indonesia. Dalam platform '(ersébttt

periu dlrunuukan dan dlbedakan skenario pemhangmmn perikanan untuk wilayah

}amz telah o er fn*}m?g dan xamz belum _-"erah \ang “over fi #?mg (seperti

umumnva dz '\inlayah“

_tara hwa:l sudah saam " 'kcmbang,Mn aszmmdu:,tn

nmrfmhzru tuadmt acpem umuk I\cpumngan pakan bemh aldu b[lm D

Repulauan kecil sebenam\a hal ini sudah dzkeml}angkan dﬂn rdah lﬂelljﬁdli\ﬂﬂ
dacrah ter sebut tidak -mengalami knsu. Hfmv -"':-saja qenmh'm {eknctem dan
perbaiLan tatanan keiembagaan perlu d:lakukan Serta menoupa\rakdn agar nilai

tambah tldak keluar Le_ kepenun gan pengusaha heaar yang : lama ini menikmati

hasﬂ mam uhme di pulau-pulm kecil Meman" _..;...nempal_x n skenario jangka

panjauﬂ vang mcsli dlplklllxdll dan disnpkan dan 5uka1an" =

O!eh Larena it pener jernahan E'-*"_ : 2..4999 Lhususnya yang

berkaltal1 (len"'m pengkapimgan laut” buka_ mcnmdl tangg um: Jawab

Lemr.,ntndn mgara otonomi daer ah semata melainkan jum men;adi bag:;an dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA



24
‘vang “dirancang Departemen
Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP). Dan, Inilah titik ketis bagi Pembangunan
perikanan dan kelautan di Indonesia.

skenario - pembangunan perikanan dan kelautan
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. . - BAB III :
'HARAPAN PETANI TERHADAP OTONOMI DAERAH

Sejak Pelita I di tahun 1968 sampai sekarang, pembangunan pertanian
kita telah mengalami kemajuan, tetapi karena bangsa lain maju lebih cepat, maka

kita relatif lebih tertinggal. Demikian juga karena pertambahan penduduk yang
masﬂltmggl (1.6%/tahun) atau sekitar 3 juta per tahun, mengakibatkan apa yang
dzhasﬂkan sektor pertanian kurang terasakan. Pada awal Pelita I luas tanaman
padl di Indon&s:a adalah 8, 014 Juta hcktar lalu memngkm: mcn;a(il 11,531 juta
hcktar pada akhzr peltta V memngkat sebesar 44% selama hma Pelzta, tetap1
jumlah penduduk mcmngkat : hampir 80%.
Froduktmtas tanaman juga niengalama penmgkatan Produkt:wtas tanaman padl

1993 yauu 6 16 tonfha dan 5 76 tonfha Kuailtas produksa beras.kita juga dl
bawah Jepang dan Thalland Pada sub~sek10r perkebunan prestas kita Juga di
bawah Malaysxa_ Se:karang produktlwtas rata—rata kelapa sam__ kita baru | mencapal
18 ton TBS/ha/tahun, sementara Maiay51a teiah meucapai 26 ton TBS!ha!tahun :

Pengglmaan lal]an di Indones;a mencapm 192 384 jutaff:ha pada tahun

tersebut16 '}‘% dlantaranya perada di- Pulay Jawa yang pada' tahun 1995

merupakan 50% lumbung pangan padi dan palawnja 70% penghasﬂ sayur—sayuran
dan buah—buahan serta 60% pemasok kebutuhau dagm_ !

menun}ukkan bahwa masnh tersmlpan potensx yang 1uar biasa untuk

ckstens:fikasn dan penerapan telmologn modem secara tepat, sem
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memngkatkan lma!ltas sumherdaya manusia petaman. e e

Otonomi d .yang hzas diharapkan menjadi- pendomng pemanihﬂian
potensi yang ada, l{afeﬁa__kewenangan ada di daerah yang mengenal dengan baik
kondisi dan potensi pertaniannya. Tetapi, juga bisa justru menjadi kendala, kalau
tidak ~mampu mengawmkan potensi yang tersedia dcngan sumberdaya—
sumberdaya yang tidak. dlml]lk! daerah yang bersangkutan = :

- -Iﬂbﬁf!:.l'“Dlsmbuf-{-_f_’maﬂ#m-lﬁhml)!.Indo,.n?m_-:-_-___;_ =
3637380 =

13931630

|2 Perkebunan | 125584710
2 Hem® = aein
* SemakBelkar | 1323940
*  TanahTandus/Krits | 3406640
> TanahPeraian  |5.015.760

- 2 .Lam-lam

Sumber: BPN, 1998 (diolal)

- Penguasaan lahan oleh keluarga tam Indonesxa scmakm menyempxt dan
0 93 ha/KK pada tahun 1983 menjads 0 83 HafKK pada tahun 1993 Dx Pulau
Jawa dari 0,58 ha/KK pada tahun 1983 mnm menjadl 0 47 hafkeluarga tam pada
tahun 1993, Petani yang memiliki lahan pertaman kurang dan 0 2 ha semakm
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bertambah. Di DI Yogyakarta 80% petani memiliki lahan kurang dari 0,1 ha .

Di luar Pulau Jawa pemilikan lahan pertanian mengalami penurunan y_a’itu 1,38
ha/KK pada tahun 1983 menjadi 1,19 ha/KK pada tahun 1993.

Berdasarkan sensus pertanian, pada tahun 1983 jumlah buruh tani dan
petani gurem (pemilik lahan <0.2 Ha) 9,532 juta KK, meningkat menjadi 10,937
juta KK pada tahun 1993. Di Pulau Jawa pada tahun 1983 jumlah buruh tani dan
petani gurem 7.4 _|uta KK, memngkat menjadi 8,1 juta KK pada tahun 1993
Sernmmya permllkan lahan 1ini membuat usaha tani yang djlakukan tidak eﬁmen

Buks eumS seperti yang terjadi di Australia, Belanda, Bra;znl;a Thalland

n kita bahwa semua negam yang-_fsilkses dalam bidang
pertanian, dan tahun ke tahun, lahan pengusahaan petanmya terus semakin

meluas, dan oleh karenanya proses mekanisasi dapat berjalan secara shat,

hafKeiuarga tam, sekaraﬁg menmgkat menjadl 7{)-100 ha!Keluarga tam b
Jepang, pemihkan lahan pertaman oleh keluarga tam dnpertahankan pada luasan
leblh darl 1 hafKK : '

sektor pertaman belum mampu mencmcupl kehutuhan kxta sendm Produktmtas
per tenaga ker]a pertaman klta rendah Sektor ini juga beium mampu membenkan
keSe_]ahteman bag1 pelaklmya Secara prosentase Jumlail angkatan keqa di sektor
pertanian terus menurun dan tahun ke tahun, tetapl secara absolut 3umlahnya terus

emngkat Menurut 1aporan Bank Duma (1995 ) setama sepuluh tahuu dan tahun
1985 sampa: 1995 mgk&n ker}a di sektor pextaman turun 1% dari 56% menjada
55%, namun secara absolut menmgkat dari 38,74 juta pada tahun 1985 menjadl
48,76 juta pada orang pada tahu:n 1994. Pada masa lmsu; sekarang ini, dxmana
banyak diantara tenaga keqa yang di PHK bergeser dari sektor mdustn ke sektor
pertanian, maka jumlah angkatan keija sektor pertanian semakin bertambah besar.
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Bagian terbesar Daerah Tingkat I di Indonesia, pendapatan asli daerahnya sangat
kecil dan oleh karena itu dapat diperkirakan pengembangan pertanian dengan
pembangunan infra strukturnya dibanyak Daerah Tingkat 1l akan sangat lamban.
Dalam melaksanakan pembangunan nasional kita membutuhkan dana yang tidak
sedikit dan karena tidak cukup dipenuhi dari sumber-sumber dalam negeri, untuk
memenuhi pendanaan pembangtman dlperlukan dana pmgaman luar negen baxk
negara donor maupun lembaga keuangan mtemammal e

Pada saat ini hutang Iuar negen negara kltﬁ sangat besar mendekau 150 mﬂyar dolar
AS merupakan ncgard penghutang mata uang asmg terhesar nomor 4 di dunia setelah

Brazﬂ RRC dan Korca Sclatan Untuk membayar hutang hutang itu, penmgkatan

Peluang untuk peningkatan produkSI kuah___
kebijakan di sektor pemmlan _yang men _
parameter yang je!as _seperti- produktmtas,: }mahtas produk, Jumlah produkss
Pﬂndapamp?ﬁnﬂi_;'s@?agf%iﬂ.?élakl%??m, :

Ada beberapa fakfor yang menyebabkan pmbaugunan _pertanian -klta. temnggal.
antara lain: chuakan pemenntah yang tidak m demng mcnmgkamya produknwtas
rendalmya kualitas dan smnbcrdaya manus palnlm pertaman, tcknologt yang
d1gunakan masih tradnslonal semplmya pemf!ikan lahén penaman oleh keluarga tani,
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Dari keempat subsistem -tersebut, kita- sadari ‘bahwa' subsistem budidaya

merupakan subsistem yang paling tidak menguntungkan. Oleh karena itu perlu
peningkatan usaha non-budidaya, terutama agroindustri.

Agroindustri yang perlu dibangun adalah industri kecil dan menengah dan
terletak di perdesaan seperti agroindustri Dodol Garut (di Garut), industri getuk  (di
Magelang), industri minyak kelapa (di Sulawesi) dan lain-lain. Hal ini akan
mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan yang pada gilirannya menjadlkan desa
pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk memperluas akses pasar pmduk-produk pertaman, Pemermtah Daerah
perlu membangun fasmtas»fasﬁuas ytmg tcrkmt dengan pemasalm], baik berupa pasar
untuk pangan, sayuran dan ternak, pasar induk manpun agnhlsms untuk memudahkan
para pcmbeh menghubungl penjualfproduser

 memyongsong pesangan
produktivitas dan kualitas

global cara yang palmg stmtegxs adalah memngka f

hasxl pertaman, meningkatkan luasan k h _
selungga usahatam yang dllaimkan mencapal kala eknnolms yang menjanjikan
kesejahteman yang tinggi, menggunaka . teknologl mekamsasn, meningkatkan

kualitas sumberdaya ‘manusia, perbaikan samua dan prasarana peértanian,
membangun pertaman secara agrbisnis lengkap dengan agroindustrinya dan

perbalkan mana;emen pemasaran serta memperkuat kzlemhagaan petam

Penmgkatan pmdukuvxtas dapat d:tempuh dengan menggunakan teknologl
memenuhi skala ekonom: yang menjanjlkan kesejahteraan agar usahatam yang
dilakukan lebih efisien. =

~ Pembangunan sektor pertanian memerlukan dukungan kebuakan nasnona}
yang dapat mendorong meningkatkan produktmtas kualltas serta daya samg, pada
gﬂlrannya akan meningkatkan kese]ahteraan petani. Kebijakan itu juga akan membuat
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kita mampu memenuhi sendiri- kebutuhan dalam negeri bahkan untuk ekspor. Cara

yang sehat untuk mengekspor adalah bilamana terjadi kelebihan kapasitas untuk
kebutuhan dalam negen. Pasar di dalam negeri yang sangat besar, perlu kita
manfaatkan dengan baik untuk memperknat pertapian kita, dengan sasaran
berikutnya untuk mengekspor.

~ Oleh kurang tepatnya kebijakan diwaktu yang lalu, sekarang kita belum
mampu memenuhi kebutuhan pangan sendm dan masih impor berbagai komoditas
pertanian strategls sepe.m beras, jagung, kedele, gap}ek dan dagmg Petani perlu
dﬂmdung: Perlmdungan yang sh‘ategts adalah pcngenaan tanf bea masuk komodltas
pextaman baik beras, gula, kedele, 3ag1mg, dan komodltas lamnya

Pada zaman Belanda sampm tahun 1941 klta adalah cksportcr kaOdltl gula
terbesar. normor dua di duma _dengan :.__produktmtas gula 15 ton/Ha Prestasi 1tu
berangsur—angsur menururi z adé "tahu :'975 produkivitas _gula menurun men}adx 9 88
gpr uktivitas guia 'k1__ turun agl menjadl 5 49 toana

Rﬁndemen tebu tems menerus turu:a darx 13?/_ pad | zamau Belanda sekamng menjadl

S ?% Tumnnya pmduknwtas dan rendemen':gtﬂ ter: _-but' sangat memg:kan petam

Proses penurunan tersebut bcqalan sccara beﬂahap-_‘dan sangat d;sayangkan hal ini
dldzamkan saja oleh para pakar penclm Perguruan, nggz maupun Pemenntah

Berbaga: upaya telah dxlakukan oiah masyarakat tani bersama pemenntah
untuk mendorong pcmngkatan produksn pertaman balk tanaman ‘pangan dan
holukultura perkebxman, per:kanan maupun petemakan Upaya 1tu masﬁl perlu harus
dltmgkatl\an dengan mengembangkan telmolcgi usahal:am yang leblh tcpat eﬁmen
dan ekonomis. -

Kebethasﬂan pemhangunan telah :mendorong masyarakat berkembang
mergadl masyarakat modern, dengan daya beh yang meningkat serta gaya hldup yang
ikut bergeser ke arah yang serba instan. Kalu duiu orang sarapan dengan nasi dan lauk
pauk, singkong rebus atau plsang tebus dengan kopl maka sekarang masyamkat
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banyak yang lebih memilih- produk pangan- yang instan- seperti mie, -roiih dan
sebagainya yang bahan bakunya adalah gandum. Ironisnya komoditi gandum tidak
dapat tumbuh dengan baik di Indonesia, schingga harus diimport. Kita perlu
mengembangkan komoditas umbi-umbian seperti garut, iles-iles, padung dan
sebagainya yang merupakan komoditas Indonesia. Umbi-umbian ini dapat diolah
menjadi produk pangan yang lezat dan bergizi, tidak kalah dengan produk luar seperti
hamburger. Produk pangan dengan bahan baku umbi-umbian perlu dimasyarakatkan
sccara mtenmf, sehmgga dtsukax olch masyara.kat kalangan atas, menengah maupun
masyarakat kalangan bawah Pada era otonomi daerah, masing-masing daerah perlu
menggalakkan pangan spes;ﬁk daerah, untuk mengoptxmalkan potensi daerah dan
menghemat : : © devisa.

: Bebempé kunc1 dasaf strategi pembangunan pertanian berkelanjutan di era
otonomi daerah yang perlu memperoleh peﬂ1attan daerah antara. lam adalah
8| Penguasaan dan pengusahaan lahan penaman oleh keluarga tani perlu dxusahakan
s semalun ~ meluas - T kewaktu,
o Pemda periu mcncxptakan lcondm yang kDIldllSlf untuk mendor(mg pemngkatan
produktmtas daerah antara lam dengan mengenakan pajak yang ﬁnggl pada lahan-
lahan . _ yang : s e dlteriantarkan
U Pembangunan pertanian dilakukan dengan sistem agnbzsms usahatam yang
dilakukan senantiasa berorientasi -~ komersial.
0 Pengglmaan teknologl ma;u melauli mekamsasx dalam melakukan usahatani,
sebagai = i ; : upaya
mengatasi kelangkaan tenaga keqa di sektor pertanian dan eﬁswnsn pengglmaan
tenaga - . - — - Yera
5 Menmgkatkdhkﬁaliﬁé .Su&:bdrdaya manusia perfahién; baik pctam maupun aparat
pertanian. :

E Mendorong kebijakan ‘pemerintah dalan membenkan pcﬂmdungan kepada petam

dengan
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: mcmben insentif: yang lebih ‘baik: daiam bentuk mcmbenkan harga komoditas yang

lebih S TR e layak
0 Membuka peluang dan kesempatan bemsaha yang selmbang antara on—farm dengan
off-farm : ; _ di

pedesaan dengan - membangun  agroindustri di perdesaan.
[l Menciptakan desa sebagai pusaf pertumbuhan ekonomi.
Untuk mclaksanakan itu._semua bukan hal yang gampang, membumhkan

pennklran pengabdlan dan kerja keras sernua plhak, baik prhak pcmermtah daerah
swasta masyarakat_luas r.ian petam 1tu sendm
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BAB 1V :

PENDIDIKAN SEBAGAI SEKTOR VITAL DALAM MENYONGSONG
OTONOMI DAERAH

Apabila kita lihat APBD Propinsi Sumatera Utara, terlihat jelas bahwa
betapa minimnya anggaran yang tersedia bagi pembangunan yang akan
dilaksanakan. Disinilah dituntut peran swasta yang dimanapun kepingin cari
untung secepatnya, jelas lebih gesit menangkap peluang bisnis. Antar swasta
lantas saling bersaing. Persaingan itu berlangsung kian sengit, karena mereka
memang tidak dibebani hal-hal yang berbau patriotisme dan boros duit seperti
keharusan alokasi 5% dari laba untuk pengusaha kecil, harus tunduk pada aturan
darurat. Ekonomi dan budaya merupakan obsesi utama bukan aspek politik
melulu. Dalam perode ini, sisten evolusi yang bentuk bakunya bisa
dimanifestasikan lewat modernisasi. Kebebasan dalam periode maju, didorong
oleh egosentrime individual. Kebebasan dalam masa pembangunan, dimana ciri
utamanya adalah kebebasan kompetitif, yang menghalalkan diferensasi sosial
ekonomi.

Ser‘nentara di sektor pendidikan, didalam APBD tergambar bahwa
pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah atau swasta sebagai bagian
dari kebijakan nasional hampir mampu memobilisasi tenaga kerja terdidik untuk
mendukung proses peningkatan kualitas sumber daya manusia pembangunan,
lewat optimalisasi pendidikan. Prinsip making people before making products
harus diletakkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan.Dalam
rangka pembangunan manusia dan masyarakat merupakan titik pusat dari segenap
pembangunan, sekaligus sebagai modal dasar atau kekuatan maupun faktor
dominan dan determinan serta sasaran utama pembangunan. Sasaran utama dari
peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah peningkatan manusia dan
masyarakat agar mereka mampun berperan serta secara aktif dalam pembangunan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA



35
mempunyai kemandirian dan mampu meningkatan efisiensi dan produktivitas

bagi peningkatan kesejahteraan hid upnya.

Dukungan penduduk selaku sumber daya pembangunan, tidak hanya
dilandasi oleh jumlah yang besar melainkan ditentukan oleh kualitas daya nalar,
ketrampilannya dan penerapan teknologi yang dimiliki sumber daya yang menjadi
subjek pelaksana pembangunan yang dilandasi oleh rasa tanggung Jawab
kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan melalui ikut sertanya dalam proses
pembangunan.

Menarik untuk diperhatikan pernyataan Prof. Dr. Soepardjo Adikusumo,
dkk dalam Laporan Penelitian Pendidikan di Indonesia Bagian Timur ( 1991 )
bahwa kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh meliputu tingkat
kesehatan, pengetahuan ilmu, ketrampilan memanfaatkan teknologi dan sikap
mentalnya dalm ke ikut sertaan dalam pembangunan akan menentukan
keberhasilan pembangunan, terutama dalam mengatasi ketinggalan dengan daerah

lainnya.

Oleh karena itu, penduduk selaku sumber daya manusia selain subjek
dalam melaksanakan pembangunan, juga menjadi objek garapan pembangunan
melalui gara;)an pembangunan sebagai peningkatan kesehatan, pengetahuan,
ketrampilan dan kesadarannya sebagai subjek yang menentukan keberhasilan
pembangunan. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas,
pembangunan tidak mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuannya.

Melibatkan  penduduk selaku  sumber daya manusia dalam
pembangunan, tidak dapat dipisahkan dari proses transformasi pendidikan sebagai
sarana untuk menciptakan dan sekaligus objek peningkatan sumber daya
pembangunan. David C Korten ( 1990 ) bahwa dalam era sekarang dan masa
mendatang, transformasi budaya dalam arti pendidikan erat kaitannya dengan
perubahan sosial, pranata sosial serta pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga
transformasi seperti ini menumguhkan kualitas manusia untuk “ quality of life,
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development of institutional, aplication of technologies and maintenance

resources of environmental « ( Peningkatan kualitas hidup, pengembangan
institusi sosial yang demokratis, pemanfaatan teknologi serta pemeliharaan
sumber daya alam dan lingkungan ). Proses transformasi pendidikan dalam arti
pengembangan pengaruh sistem budaya, sistem sosial dan sistem kepribadian
yang unggul untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berhubungan erat dengan
pranata sosial, kehidupan ekonomi, stratifikasi ssosial, mobilitas sosial serta
perubahan sosial ( Sudardja Adiwikarta, 1988 ).

Sebagai hasil dari Kebangkitan Nasional I, haruslah tercipta masyarakat
yang terbuka dan kritis terhadap pengalaman baru, yang menerima realitas
perubahan sosial, giat mencari fakta dan informasi menghargai waktu, berorientasi
ke masa depan dengan perencanaan yang matang serta mengerti hakikat ker ja
produksi yang efisien dan efektif.

Melihat masih banyaknya kendala untuk  mencapai tahapan
industrialisasi yang menyangkut mentalitas, sistem birokrasi, maupun kualitas
sumber daya manusia Indonesia untuk meraih posisi masa depan sekaligus
menghadapi tantangan mendatang, sangat diperlukan kembali semangat
kebangkitan 'nasional dan nasionalisme baru, dalam setting kekiniian dan

mendatang.

Untuk mewujudkan Program Kerja yang akan dilaksanakan, setiap
tahun anggaran didukung dana anggaran yang berasal dari APBN dan APBD.
Dana anggaran yang tertanggung pada APBN dan APBD setiap tahun anggaran
selalu mengalami kenaikan. Hal ini merupakan bukti bahwa Kepala Daerah cukup
besar perhatiannya untuk meningkatkan dan mengembangkan Kinerja di
lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara baik dari segi kwantitas maupun
kwalitas.

Sebagai gambaran dana APBN dan APBD Propinsi Sumatera Utara mulai tahun
anggaran 1997/1998 s/d 2001 sebagai berikut :
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Dana anggaran rutin APBN dan APBD digunakan untuk keperluan

rutinitas guna menunjang kegiatan pelaksanaan tugas-tugas ke-Hansip-an,
termasuk gaji bagi PNS DPK ditampung pada dana APBN rutin.

Sementara dana APBD Pembangunan digunakan untuk membangun dan
pengembangan kegiatan fisik yang fokusnya diarahkan dalam fungsi dan tugas
Instansi yang berkompeten.

Dana anggaran rutin APBD pada Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar
Rp.193.385.000.000- dan pada  Tahun Anggaran 2001  sebesar
Rp.364.190.000.000,- berarti kenaikan sebesar 14 % per tahun.

Dana anggaran APBN rutin pada tahun anggaran 1997/1998 sebesar
Rp 196.819.000.000,- dan pada tahun anggaran 2001 naik menjadi Rp
480.752.400.000 berarti setiap tahun anggaran naik rata-rata 21 %.

Dana anggaran APBD pembangunan pada tahun 1997/1998 sebesar Rp
416.500.000.000,- dan pada tahun anggaran 2001 sebesar Rp 445.000.000.000-
berarti kenaikan sebesar 6 % per tahun.

Dilihat  dari perkembangan  pertambahan anggaran rutin  dan
pembanguran Mawil Hansip yang rata-rata 17 % per tahun tersebut dapatlah
dikatakan bahwa perhatian Gubernur Sumatera Utara untuk mengembangkan dan
membangun Propinsi Sumatera Utara inicukup besar.

Dalam konteks saling ketergantungan internasional ini dengan
sendirinya pemerintah wilayah di dalam suatu negara baik tingkat Propinsi,
maupun Kabupaten dan Kota juga memiliki peluang membangun hubungan
ckonomi langsung dengan perekonomian global. Hubungan ekonomi langsung
antara wilayah dalam suatu negara dengan perekonomian global tersebut
mendorong terwujudnya peningkatan motivasi untuk meningkatkan daya saing,
terutama pada urusan yang menjadi yurisdiksi pemerintah wilayah.
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Urusan-urusan yang menjadi yurisdiksi pemerintah daerah dalam
penciptaan daya saing tersebut antara lain adalah urusan dalam bidang
infrastruktur wilayah, pendidikan dasar, keschatan masyarakat, kemampuan
produktif masyarakat daerah, dan sebagainya.

Oleh karenanya, pemerintah wilayah bersama masyarakat di wilayah
daerah yang bersangkutan akan semakin memainkan peranan yang besar dalam
membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di
wilayah daerah yang bersangkutan. Semakin pentingnya kedudukan wilayah
dalam menentukan kemampuan daya saing wilayah dalam era ekonomi global ini,
menunjukkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan kebijaksanaan
desentralisasi dalam Administrasi Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
publik.

Serta semakin pentingnya perbaikan mutu dan keterpaduan
perencanaan pembahgunan wilayah/daerah sehagai jembatan  untuk
mengkatalisasi kepentingan lokal maupun kepentingan nasional dalam
pembangunan.

Formulasi deregulasi, debirokratisasi, political deabikity, political
Jfeasibility, credibility sudah banyak dibuat oleh pemerintah pusat melalui baik
Undang-Undang maupun peraturan-peraturan, tetapi justru yang dibutuhkan saat
ini adalah kepercayaan penuh bahwa daerah dapat menerjemahkan,
memformulasikan dan melaksanakannya sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan daerah. Sehingga daerah dapat berkembang sesuai dengan culture
daerah yang bersangkutan. Bukannya sesuai dengan keinginan dan kepentingan
pusat atau pemerintahan di atasnya.

Menurut penulis, sesungguhnya kita semua sadar akan (dua) hal
permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia era globalisasi dan otonomi daerah
saat ini.
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Pertama, menghadapi keadaan situasi, tuntutan, tantangan di dalam kerangka

menghadapi perubahan, pengembangan kompetisi, sarat nilai, mobilitas,
keserentakan dan pencarian jalan pintas.

Kedua, kemajemukan secara geografis dan kemasyarakatan menuntut
diperlakukannya daerah-daerah tersebut sesuai dengan keberadaannya dan
peningkatan kemandiriannya. Dan ini berarti bahwa kebijaksanaan atau peraturan
atau ketentuan-ketentuan tidak harus berorientasi ke pusat, ke Jakarta atau ke
Jawa.

Masalah Perumusan dan penyusunan APBD merupakan salah satu
kebijakan publik yang patut kita beri perhatian serius karena APBD merupakan
APBD yang disiapkan untuk menghadapi transisi dari abad ke-20 menuju abad
ke-21 yang penuh dengan tantangan, baik dalam skala lokal, regional, maupun
global.

Oleh karena itu kebijakan publik apapun bentuknya haruslah
dirumuskan secara sangat hati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek dan
masukan atau input yang valid dan terpercaya. Perumusan kebijakan publik
seharusnya tetap dilakukan melalui beberapa langkah yang lazim berlaku dalam
pengambilan kebijakan, baik dilihat dari hierarki dan proses penyusunan
kebijakan, mulai dari tingkat kebijakan (political level), tingkat organisasi
(organizational level) dan tingkat operasional (operation level), maupun analisis
mengenai dampak/implikasi kebijakan itu sendiri. Diantara langkah-langkah
tersebut antara lain:

Memahami permasalahan yang sesungguhnya terjadi dan benar-benar
memerlukan pemecahan,

Memahami permasalahan yang sesungguhnya (the real problem) ini
bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita kesulitan mengidentifikasi nama
permasalahan yang sebenarnya dan yang mana hanya merupakan akibat (effect of
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the problem). Untuk ini diperlukan kejelian dan kecermatan didalam

menganalisis semua gejala atau symptom serta kejadian-kejadian yang sering kita
anggap sebagai sumber permasalahan yang harus dipecahkan atau diselesaikan.
Kita harus mampu mengenali latar belakang dan sebab-sebab timbulnya masalah

agar memudahkan dalam merumuskan permasalahan yang sebenamya.

Merumuskan alternatif pemecahan. Setelah mengetahui permasalahan
secara persis, perlu dicarikan atau diformulasikan alternati€ pemecahannya.
Alternatif pemecahan ini seharusnya dirumuskan dengan memperhatikan segi
keuntungan dan kerugian, kekuatan dan kelemahan, serta kriteria-kriteria seperti
tingkat efisiensi, efektivitas, dan kelayakan (feasibility) baik kelayakan politis,
sosiologis, maupun administratif

Memilih alternatif pemecahan. Memilih alternatif pemecahan
merupakan langkah yang cukup sulit dalam perumusan kebijakan publik. Seluruh
alternatif pemecahan yang telah diformulasikan diperbandingkan satu sama lain
dengan menggunakan tolak ukur atau kriteria-kriteria seperti cost-benefit
analisysis, cost effectiveness, feasibility study dan sebagainya untuk diuji
alternatif mana yang paling baik atau yang paling tinggi nilainya secara totalitas.
Yang palin;g penting didalam test memilih alternatif ini adalah perlunya
diterapkan beberapa prinsip manajemen modern, seperti digunakannya teknik-
teknik yang lebih ilmiah dalam analisis dan penyajian alternatif yang

direkomendasikan. Prinsip ini mengandung beberapa ciri, antara lain:

Lebih berdasarkan pada data dan informasi, meskipun pada saat-saat tertentu
masih perlu dipergunakan feeling dan intuisi.

Lebih banyak menggunaan analisis kuantitatif daripada kualitatif

Dalam pemecahan masalah lebih didasarkan pada teori-teori yang sudah baku dan

berlaku umum.
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Menggunakan pemikiran kesisternan yang holistik dan integralistik

dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen. Selain itu, pemilihan alternatif yang
akan dijadikan kebijakan publik Juga perlu memperhatikan dimensi lingkungan
strategis, seperti terjadinya pergeseran orientasi misi Pemerintah dari government
driven menjadi custumer driven. Artinya, kebijakan publik harus lebih banyak
diarahkan untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat (pembayar pajak).
Pemilihan altemnatif juga perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang terkait
dengan kebijakan (stakeholders), baik yang diuntungkan maupun Zirugikan oleh
adanya kebijakan tersebut, serta kemungkinan reaksi mereka.

Selanjutnya, ada satu instrumen yang perlu kita manfaatkan untuk
perumusan kebijakan publik yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, kita harus pandai-pandai
kemajuan teknologi ini. Perumusan kebijakan tidak bisa lagi dilakukan dengan
reka-reka atau perkiraan-perkiraan tanpa perhitungan yang mantap. Perumusan
kebijakan sudah saatnya diperkuat dengan sistem pengolahan basis data dan
networking yang kuat sehingga memungkinkan data dan informasi dapat diakses
secara cepat dan akurat.

Pene'rapan kaidah atau prinsip perumusan kebijakan publik tersebut
tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik sehingga
benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang senantiasa
berkembang  seirama dengan peningkatan pembanguna dan pemerataan hasil-
hasilnya. Selain kebijakan tersebut harus diimplementasikan secara optimal.

Diharapkan peningkatan kualitas kebijakan publik pada gilirannya akan
meningkatan kualiatas keputusan yang dihasilkan. Meskipun demikian, sejalan
dengan penyempurnaan di bidang perumusan kebijakan publik, perlu pula
dirumuskan secara lebih jelas strategis untuk meningkatkan citra birokrasi kita,
terutama para aparaturnya.
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Birokrasi pemerintah daerah haruslah merupakan birokrasi yang

menyelenggarakan dan menyalurkan kepentingan daerah bagi kesejahteraan
masyarakat di daerah.

Karena keberadaan daerah yang sangat heterogen, maka birokrasi daerah
bukannya sarat struktur tetapi lebih sarat Jungsi. Keanekaragaman daerah
seharusnya menciptakan fungsi-fungsi pokok saja yang terungkap di dalam
struktur yang berorientasi kepada 3E (efisien, efektif, ekonomis), sehingga daerah
memiliki kemadirian untuk mengaturnya lebih lanjut.
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